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PRAKATA 


Dari berbagai bentuk perusahaan yang hidup di Indonesia, seperti 
firma, persekutuan komanditer, koperasi dan lain sebagainya, bentuk 
perusahaan perseroan terbatas merupakan bentuk yang paling lazim. 
Bahkan, sering dikatakan bahwa perseroan terbatas merupakan bentuk 
perusahaan yang dominan. Dominasi perseroan terbatas tidak hanya 
terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat dan negara-negara 
lain. 


Perseroan terbatas sangat menarik minat investor atau penanam 
modal untuk menanamkan modalnya. Bahkan, perseroan terbatas 
sudah menarik hampir seluruh perhatian dunia usaha pada tahun- 
tahun belakangan ini dikarenakan oleh perkembangan haknya dalam 
hidup perekonomian di banyak negara. Dengan dominasi yang besar 
di Indonesia, perseroan terbatas telah ikut meningkatkan taraf hidup 
bangsa Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan demikian, perseroan 
terbatas merupakan salah satu pilar pekonomian nasional. 


Lebih dipilihnya perseroan terbatas sebagai bentuk perusahaan 
dibandingkan dengan bentuk yang lain ini dikarenakan oleh dua 
hal. Pertama, perseroan terbatas merupakan asosiasi modal. Kedua, 
perseroan terbatas merupakan badan hukum yang mandiri. Sebagai 
asosiasi modal, ada kemudahan bagi pemegang saham perseroan 
terbatas untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain. 


Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan 
hukum. Pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas (limite 
liability) bagi para pemegang saham, anggota Direksi, dan Komisaris. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


juga memiliki tanggung jawab, antara lain tanggung jawab terhadap 
pekerja, sosial dan lingkungan. 


Buku ini menguraikan berbagai peran dantanggungjawab perseroan 
terbatas serta kaitannya dengan masyarakat dan negara. Selain itu, 
buku ini menjelaskan peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang 
terlibat di dalamnya (Direksi, Komisaris, dan pemegang saham/RUPS). 
Pembahasan mengenai merger perseroan terbatas dan aplikasinya di 
berbagai negara juga dipaparkan. 


Jakarta, November 2014 


Adrian Sutedi 
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FR 


STATUS HUKUM 
PERSEROAN TERBATAS 


A. STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN 
TERBATAS 


Dalam ilmu hukum dikenal dua subjek hukum, yaitu orang dan badan 
hukum. Definisi badan hukum atau legal entity atau legal person dalam 
Blacks Law Dictionary dinyatakan “a body, other than a natural person, 
that can function legally, sue or be sued, and make decisions through 
agents" 


Perseroan terbatas adalah badan hukum. Sebagai badan hukum, 
perseroan terbatas merupakan subjek hukum dan sebagai subjek hukum 
perseroan terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan 
hukum adalah salah satu subjek hukum. Subjek hukum terdiri atas: 


a. Orang pribadi (natuurlijk persoon). 
b. Badan hukum (rechtspersoon). 


Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan 
usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham, yang pemiliknya 
memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya 
terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan 
kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan 
perusahaan. Definisi lain perseroan terbatas adalah persekutuan yang 
berbadan hukum. Badan hukum ini disebut "perseroan", karena modal 
dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Oleh 
karena itu, ada yang mengatakan bahwa perseroan terbatas merupakan 
perkumpulan atau asosiasi modal. Istilah “terbatas” mengacu pada 
tanggung jawab pemegang saham, yang terbatas hanya sejumlah nilai 
nominal saham yang dimilikinya.? 


Badan hukum perseroan di Indonesia adalah badan hukum yang 
memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana 
subjek hukum yang lain. Perbuatan hukum itu, antara lain melakukan 
penandatanganan suatu kontrak perjanjian dengan pihak ketiga dimana 


1 Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, (St Paul Minn: West Publsihing 
Co., 1992), hal. 620. 

2  Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Disertai dengan ulasan menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1995), hal. 31. 

3 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
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perseroan diwakili oleh direksi. Direksi merupakan organ dari perseroan 
yang ditunjuk berdasarkan anggaran dasar perseroan, untuk dan atas 
nama perseroan. Direksi tidak memiliki wewenang selain menjalankan 
apa yang telah dirumuskan, baik dalam anggaran dasar perseroan 
maupun apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. 


Perbuatan hukum perseroan yang diwakilkan direksi sebagai 
pengurus perseroan dapat saja menyimpang dari apa yang telah 
ditentukan oleh anggaran dasar perseroan, yang disetujui oleh rapat 
umum pemegang saham (RUPS). Dengan catatan, perbuatan itu 
dilakukan demi kepentingan dan kebaikan perseroan dan bukan 
merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan lain yang 
diancam pidana. 


Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal 
perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan 
terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki 
harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham 
yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai 
tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. 
Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, kelebihan 
utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. 
Apabila perusahaan mendapat keuntungan, keuntungan tersebut 
dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan 
memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang nominalnya 
tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan 
terbatas. 


Selain berasal dari saham, modal perseroan terbatas dapat pula 
berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi 
adalah bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan 
terbatas tersebut. 


Status badan hukum merupakan salah satu daya tarik perseroan 
terbatas bagi investor, di samping daya tarik lain sebagai suatu asosiasi 
modal. Mengenai kapan suatu perseroan terbatas mulai berstatus 
sebagai badan hukum masih terdapat ketidakseragaman. Di satu sisi, ada 
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yang berpendapat bahwa perseroan terbatas mulai berstatus sebagai 
badan hukum setelah akta pendirian perseroan terbatas disahkan oleh 
Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI). Di sisi lain ada pula 
yang berpendapat bahwa perseroan terbatas berstatus sebagai badan 
hukum itu tidak cukup hanya dengan pengesahan Menteri, tetapi harus 
ditambah dengan telah dilakukannya pendaftaran dan pengumuman 
terhadap perseroan terbatas. 


Dari berbagai bentuk perusahaan yang hidup di Indonesia, seperti 
firma, persekutuan komanditer, koperasi dan lain sebagainya, bentuk 
perusahaan perseroan terbatas merupakan bentuk yang paling lazim. 
Bahkan, sering dikatakan bahwa perseroan terbatas merupakan bentuk 
perusahaan yang dominan. Dominasi perseroan terbatas tidak hanya 
terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat dan negara-negara 
lain. Terkait dengan hal tersebut, Cheeseman menyatakan "Corporations 
are the most dominant form of business organization in the United States, 
generating over 85 percent of the country's gross business receipts". 


Perseroan terbatas sangat menarik minat investor atau penanam 
modal untuk menanamkan modalnya. Bahkan, perseroan terbatas 
sudah menarik hampir seluruh perhatian dunia usaha pada tahun- 
tahun belakangan ini dikarenakan oleh perkembangan haknya dalam 
hidup perekonomian di banyak negara. Dengan dominasi yang besar 
di Indonesia, perseroan terbatas telah ikut meningkatkan taraf hidup 
bangsa Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan demikian, perseroan 
terbatas merupakan salah satu pilar pekonomian nasional. 


Lebih dipilihnya perseroan terbatas sebagai bentuk perusahaan 
dibandingkan dengan bentuk yang lain ini dikarenakan oleh dua 
hal. Pertama, perseroan terbatas merupakan asosiasi modal. Kedua, 
perseroan terbatas merupakan badan hukum yang mandiri. Sebagai 
asosiasi modal, ada kemudahan bagi pemegang saham perseroan 
terbatas untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain. Adapun 
sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 


menyatakan bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung 
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jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan 
dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham 
yang dimiliki.” Ini berarti telah mempertegas ciri perseroan bahwa 
pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas 
seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan 
pribadinya. Pertanggungjawaban pemegang saham perseroan terbatas 
hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki dalam perseroan terbatas. 
Secara ekonomis, unsur pertanggungjawaban terbatas merupakan 
faktor penting sebagai umpan pendorong bagi kesediaan para calon 
penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam perseroan 
terbatas. Pendapat senada juga disampaikan oleh Kenny Wiston', 
bahwa “Generally, people prefer to choose limited liability company as a 
corporate body for their new established company since they confide that 
shareholders have not personally hold responsibilities for the companys 
financial loss, except what are stated in their nominal shares." 


Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur mengenai badan hukum, 
unsur-unsur yang menandai perseroan terbatas sebagai badan hukum 
adalah bahwa perseroan terbatas mempunyai kekayaan yang terpisah 
(Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas), mempunyai 
kepentingan sendiri (Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas), 
mempunyai tujuan tertentu (Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang 
Perseroan Terbatas), dan mempunyai organisasi teratur (Pasal 1 angka 2 
Undang-Undang Perseroan Terbatas). 


Terkait dengan hal tersebut, setidak-tidaknya ada tiga karakteristik 
yang dominan dan penting di dalam perseroan terbatas, yaitu (1) 
pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada 
harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi, (2) sifat mobilitas atas 
hak penyertaan, dan (3) prinsip pengurusan melalui organ. Karakteristik 
perseroan terbatas yang pertama tersebut sangat berkaitan dengan 
status badan hukum perseroan terbatas. Sejak perseroan terbatas 
berstatus sebagai badan hukum, hukum memperlakukan perseroan 
terbatas sebagai pribadi mandiri yang dapat bertanggung jawab sendiri 
atas perbuatan perseroan terbatas. 


4 Kenny Wiston, “Piercing Corporate Veil“, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15, Tahun 2001, hal.. 82 
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Di dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas 


ditentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah 
Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh 
Menteri. Pengesahan akta pendirian ini tidak hanya semata-mata sebagai 
kontrol administrasi atau wujud campur tangan pemerintah terhadap 
dunia usaha, tetapi juga dalam rangka tugas umum pemerintah untuk 
menjaga ketertiban dan ketenteraman usaha serta dicegahnya hal-hal 
yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. 


Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas 
itu merupakan dasar hukum mulainya status badan hukum perseroan 
terbatas. Dengan demikian, ini adalah suatu kepastian hukum yang 
diberikan Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwasanya perseroan 
terbatas berstatus sebagai badan hukum sejak setelah akta pendirian 
perseroan terbatas disahkan oleh Menteri. 


Dengan dimulainya status badan hukum perseroan terbatas, ada 
beberapa implikasi yang timbul terhadap beberapa pihak yang terkait 
di dalam perseroan terbatas. Implikasi tersebut berlaku terhadap pihak- 
pihak berikut ini: 


1. Pemegang Saham Perseroan Terbatas 

Setelah perseroan terbatas berstatus sebagai badan hukum, sesuai 
dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, 
pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara 
pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan serta tidak 
bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang 
telah diambilnya. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) ini mempertegas ciri 
perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar 
setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta 
kekayaan pribadinya. 


Pertanggungjawaban pemegang saham dalam perseroan terbatas 
itu terbatas. Pemegang saham dalam perseroan terbatas secara pasti 
tidak akan memikul kerugian utang perseroan terbatas lebih dari 
bagian harta kekayaan yang ditanamkannya dalam perseroan terbatas. 
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Sebaliknya, tanggung jawab dari perusahaan (perseroan terbatas) itu 
sendiri tidak terbatas. Apabila terjadi utang atau kerugian-kerugian 
dalam perseroan terbatas, utang atau kerugian itu akan semata-mata 
dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan 
terbatas. 


2. Pendiri Perseroan Terbatas 

Status badan hukum perseroan terbatas juga berpengaruh terhadap 
keterbatasan tanggung jawab dari para pendirinya. Berdasarkan Pasal 
11 Undang-Undang Perseroan Terbatas, setelah perseroan terbatas 
berstatus sebagai badan hukum, ada dua kemungkinan yang akan 
terjadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendirinya 
pada masa sebelum perseroan terbatas disahkan sebagai badan hukum. 
Pertama, perbuatan hukum tersebut mengikat perseroan terbatas 
setelah perseroan terbatas menjadi badan hukum (Pasal 14 ayat 1). 


Kemungkinan yang kedua, perbuatan hukum tersebut tidak 
diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan 
terbatas. Dengan begitu, masing-masing pendiri yang melakukan 
perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas 
segala akibat yang timbul. Kalau kemungkinan kedua ini yang terjadi, 
pertanggungjawaban dari pendiri terhadap perseroan terbatas menjadi 
tanggung jawab pribadi. 


3. Direksi Perseroan Terbatas 

Direksi perseroan terbatas menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang- 
Undang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang bertanggung 
jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan 
perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar 
pengadilan. Sebagaimana halnya tanggung jawab terbatas pemegang 
saham perseroan terbatas, keterbatasan tanggung jawab itu juga berlaku 
terhadap anggota direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam 
pasal-pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas. 
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Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang 
Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Setiap anggota Direksi 
bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan 
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)". Dari 
ketentuan itu secara acontrario dapat diartikan bahwa apabila anggota 
direksi tidak bersalah dan tidak lalai menjalankan tugasnya, berarti 
direksi tidak bertanggung jawab penuh secara pribadi. 


Selama direksi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan 
penuh tanggung jawab, anggota direksi tetap mempunyai tanggung 
jawab terbatas yang merupakan ciri utama dari perseroan terbatas. 
Sebaliknya, oleh karena menjadi anggota direksi berarti menduduki 
suatu jabatan, orang yang menduduki jabatan itu harus memikul 
tanggung jawab apabila tugas dan kewajibannya tersebut dilalaikan 
atau jika wewenangnya disalahgunakan. 


Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Perseroan Terbatas 
sudah mengatur bentuk pertanggungjawaban direksi atas kelalaian 
ataupun kesalahannya di dalam menjalankan pengurusan Perseroan 
Terbatas, yaitu 


a. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang 
menyatakan "Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum 
memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua 
anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota 
Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab 
secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut." 


b. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang 
mengatur bahwa “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh 
secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan 
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)" Menurut Pasal 97 ayat (6) 
Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi atas kesalahan atau 
kelalaiannya menyebabkan kerugian pada perseroan bahkan dapat 
digugat di Pengadilan Negeri oleh pemegang saham yang mewakili 
paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham 
dengan hak suara sah. Secara rinci Pasal 97 ayat (6) menyatakan 
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“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling 
sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan 
negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau 
kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.” Dalam hal 
tindakan Direksi merugikan perseroan, pemegang saham yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini 
dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan 
terhadap Direksi melalui pengadilan. 


c. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang 
menentukan bahwa “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud 
padaayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta 
pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan 
dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung 
renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak 
terlunasi dari harta pailit tersebut.” Untuk membuktikan kesalahan 
atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 


4. Komisaris Perseroan Terbatas 
Status badan hukum perseroan terbatas juga berpengaruh terhadap 
tanggung jawab komisaris perseroan terbatas. Sebagaimana dalam 
Pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas, komisaris bertugas 
mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta 
memberikan nasihat kepada direksi. Sesuai dengan Pasal 117 ayat (1) 
Undang-Undang Perseroan Terbatas, di dalam anggaran dasar juga 
dapat ditentukan tentang pemberian wewenang kepada komisaris untuk 
memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan 
perbuatan hukum tertentu. Pengertian “memberikan persetujuan" 
adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris. 
Pengertian “bantuan” adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi 
Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pemberian 
persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam 
melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan 
merupakan tindakan pengurusan. 
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Selain itu, menurut Pasal 118 ayat (1), berdasarkan anggaran dasar 


atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris 
dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan 
tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dalam kondisi demikian, berlaku 
semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi 
terhadap perseroan dan pihak ketiga. Oleh karena itu, ketentuan 
mengenai tanggung jawab terbatas direksi perseroan terbatas juga 
berlaku terhadap komisaris tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan 
pengurusan perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Pengertian “dalam 
keadaaan tertentu", antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c. 


Secara implisit, tanggungjawab komisarisjuga terbatas sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas, 
bahwa “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling 
sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena 
kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke 
pengadilan negeri." 


KN 
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——— ee ——— 

Dari urian di atas dapat dikemukakan bahwa, status badan hukum 
merupakan salah satu unsur penting dari perseroan terbatas dalam 
menarik para investor atau penanam modal untuk menjadi pemegang 
saham perseroan terbatas. Perdebatan tentang kapan dimulainya status 
badan hukum perseroan terbatas itu kiranya tidak perlu diperpanjang 
lagi, karena Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah 
memberikan kepastian hukum mengenai kapan status badan hukum itu 
diperoleh, yaitu pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum 
dan HAM mengenai pengesahan badan hukum perseroan. 

Ge  ———  —— — 


B. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS 


Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap 
(NV), merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang 
memiliki modal terdiri atas saham-saham, yang pemiliknya memiliki 
bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya terdiri 
atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan 
perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. 
Pengaturannya di negara kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang itu 
dikeluarkan untuk menggantikan pengaturan PT dalam KUHD Pasal 36 
sampai dengan 56. Pengertian PT secara resmi termuat dalam Pasal 1 
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu Perseroan Terbatas, yang 
selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan 
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- 
Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 


Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa salah satu hal yang 
membedakan antara PT dan bentuk badan usaha lain ialah mengenai 
status badan hukum yang dimiliki PT. Artinya, badan yang memenuhi 
syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak. Sebagai badan 
hukum, PT memiliki unsur-unsur, antara lain: 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Organisasi yang teratur 


Sebagai organisasi yang teratur, PT mempunyai organ yang terdiri 
atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. 
Ketentuan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang 
Undang Perseroan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan 
keputusan RUPS. 


b. Kekayaan sendiri 


Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri 
atas seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain 
yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud 
dan tidak berwujud. 


C. Melakukan hubungan hukum sendiri 


Perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak 
ketiga yang diwakili oleh Direksi. Direksi di sini bertanggung jawab 
penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan 
perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar 
pengadilan. 


d. Mempunyai tujuan sendiri 


Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan 
mempunyai tujuan sendiri yang ditentukan dalam anggaran dasar 
perseroan. 


Perlu diketahui juga bahwa perseroan terbatas merupakan badan 
usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. 
Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan 
sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki 
lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik 
saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham 
yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, 
kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang 
saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, keuntungan 
tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik 
saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang 
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besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh 
perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula 
berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi 
adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung 
atau ruginya perseroan terbatas tersebut. 


Dalam melangsungkan suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan 
suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum 
dan bertansaksi. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum 
yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan 
para pendirinya. Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah 
perseroan terbatas (PT). Ini karena PT memiliki sifat, ciri khas, dan 
keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya. 
Berikut sifat, ciri khas, atau keistimewaan PT. 

- Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum. 

- Merupakan kumpulan modal/saham. 

- Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya. 
- Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas. 


- Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus 
atau direksi. 


- Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. 


- Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS. 


Dasar hukum pembentukan PT, masing-masing sebagai berikut: 
- PT Tertutup (PT Biasa): berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 


- PT Terbuka (PT go public): berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dan 
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 


- PT PMDN : berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal. 


- PT PMA : berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal. 


- PT Persero berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007. 
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Adapun syarat-syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 


40 Tahun 2007 sebagai berikut: 


1. 
2. 
3. 


Pendiri minimal 2 orang atau lebih (Pasal 7 ayat 1). 

Akta Notaris yang berbahasa Indonesia. 

Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam 
rangka peleburan (Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3). 

Akta pendirian harus disahkan oleh Kementerian Hukum HAM dan 
Perundang-undangan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia (Pasal 7 ayat 4). 

Modal dasar minimal Rp50 juta dan modal disetor minimal 2546 dari 
modal dasar (Pasal 32 dan Pasal 33). 

Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (Pasal 92 ayat 3 dan 
Pasal 108 ayat 3). 

Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan 
menurut hukum Indonesia, kecuali PT PMA. 


Persyaratan material berupa kelengkapan dokumen yang harus 


disampaikan kepada Notaris pada saat penandatanganan akta pendirian 
adalah: 


1. 


KTP dari para pendiri (minimal 2 orang dan bukan suami istri). 


Kalau pendirinya cuma suami istri (dan tidak pisah harta), harus ada 1 
orang lain lagi yang bertindak sebagai pendiri/pemegang saham. 


Modal dasar dan modal disetor. 


Untuk menentukan besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan 
modal disetor ada strateginya. Hal ini karena semua itu tergantung 
pada jenis/kelas SIUP yang diinginkan. Penentuan kelas SIUP bukan 
berdasarkan besarnya modal dasar, melainkan berdasarkan besarnya 
modal disetor ke kas perseroan. Kriterianya adalah: 


a. SIUP Kecil modal disetor sampai dengan Rp200 juta. 


b. SIUP Menengah modal disetor Rp201 juta sampai dengan Rp500 
juta. 


c. SIUP Besar modal disetor lebih dari Rp501 juta. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Besarnya modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 5046 
dari modal dasar, untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan 
apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan, 
tidak perlu meningkatkan modal dasar lagi. Namun demikian, boleh 
juga modal dasar sama dengan modal disetor. Tergantung dari 
kebutuhan. 


3. Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri 
(persentasenya) misalnya: A- 2546: B- 504: C- 2546. 

4. Susunan Direksi dan Komisaris serta jumlah Dewan Direksi dan 
Dewan Komisaris. 


Sementara itu, untuk izin-izin perusahaan berupa surat keterangan 
domisili Perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP TDP/WDP dan PKP 
dokumen-dokumen pelengkap yang diperlukan adalah: 


1. Kartu Keluarga Direktur Utama. 
2. NPWP Direksi (kalau tidak ada, minimal Direktur Utama). 


3. Fotokopi Perjanjian Sewa Gedung berikut surat keterangan domisili 
dari pengelola gedung (apabila kantornya berstatus sewa) apabila 
berstatus milik sendiri, yang dibutuhkan: 


- Fotokopi sertifikat tanah. 
- Fotokopi PBB terakhir berikut bukti lunasnya. 


4. Pas foto Direktur Utama/Penanggung Jawab ukuran 3cm x 4cm 
sebanyak 2 lembar. 


5. Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, 
komputer berikut 1—2 orang pegawainya). Biasanya ini dilakukan 
untuk mempermudah pada waktu survei lokasi untuk PKP atau SIUP. 


6. Stempel perusahaan (sudah ada yang sementara untuk pengurusan 
izin-izin). Penting untuk diketahui, bahwa pada saat tanda-tangan 
akta pendirian, dapat langsung diurus izin domisili dan NPWP. 
Setelah itu, bisa membuka rekening atas nama perseroan. Setelah 
rekening atas nama perseroan dibuka, dalam jangka waktu paling 
lama 1 bulan sudah harus menyetor dana sebesar modal disetor ke 
rekening perseroan, untuk dapat diproses pengesahannya. 
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Untuk mendirikan Perseroan Terbatas, harus dengan menggunakan 
akta resmi (akta yang dibuat oleh Notaris) yang di dalamnya 
dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, 
alamat perusahaan dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri 
Kehakiman. Untuk mendapat izin dari Menteri Kehakiman harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 


1. Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum 
dan kesusilaan. 


2. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. 


3. Paling sedikit modal sudah terjual 2096 dan 104 nya sudah disetor. 


Setelah mendapat pengesahan, perseroan terbatas harus didaftarkan 
ke Pengadilan Negeri setempat, dan selanjutnya diumumkan di Berita 
Negara Republik Indonesia (BNRI). 


Setelah tahap tersebut dilalui, perseroan telah sah sebagai 
badan hukum. Perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat 
melakukan perjanjian-perjanjian. Selain itu, kekayaan perseroan terpisah 
dari kekayaan pemiliknya. 


Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan 
dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham 
dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat 
modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. 
Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk 
dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang 
disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan 
modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan 
modal yang diwujudkan dalam jumlah uang. 


Sejak PT berstatus sebagai badan hukum, hukum memperlakukan 
PT sebagai pribadi mandiri yang dapat bertanggung jawab sendiri atas 
perbuatan PT. Dengan dimulainya status badan hukum PT, ada beberapa 
implikasi yang timbul terhadap beberapa pihak yang terkait di dalam PT. 
Implikasi tersebut berlaku terhadap pihak-pihak berikut ini: 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pemegang Saham PT 


Setelah PT berstatus sebagai badan hukum, sesuai dengan 
ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT, pemegang saham PT tidak 
bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat 
atas nama perseroan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian 
perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Dengan 
demikian, pertanggungjawaban pemegang saham dalam PT 
itu terbatas. Pemegang saham dalam PT secara pasti tidak akan 
memikul kerugian utang PT lebih dari bagian harta kekayaan 
yang ditanamkannya dalam PT. Sebaliknya, tanggung jawab dari 
perusahaan (PT) itu sendiri tidak terbatas. Apabila terjadi utang atau 
kerugian-kerugian dalam PT, utang atau kerugian itu akan semata- 
mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam 
PT. Hal tersebut dikarenakan adanya doktrin corporate separate 
legal personality yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam 
hal ini PT, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda 
dari orang yang menciptakannya. Doktrin dasar PT adalah bahwa 
perseroan merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek 
hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari 
perseroan tersebut. Ada suatu tabir (veil) pemisah antara perseroan 
sebagai suatu legal entity dengan para pemegang saham dari 
perseroan tersebut. Berkaitan dengan keterbatasan tanggung jawab 
pemegang saham PT seperti tersebut di atas, dalam hal-hal tertentu 
dapat ditembus atau diterobos sehingga tanggungjawab pemegang 
saham menjadi tidak lagi terbatas. Penerobosan atau penyingkapan 
tabir keterbatasan tanggung jawab pemegang saham PT (corporate 
veil) itu dikenal dengan istilah piercing the corporate veil atau lifting 
the corporate veil. Tentang piercing the corporate veil itu, Cheeseman 
menyatakan sebagai 'A doctrine that says if a shareholder dominates 
ad corporation and uses it for improper purposes, a court of eguity can 
disregard the corporate entity and hold the shareholder personally 
liable for the corporation's debts and obligations." 
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